
BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BTTPATI TULT'IIGAGUNG

NOMOR A TAHUN2Ol2

TEITTAITG

TIIYANAN pEl{cADAAN SEICARA ELEKTRONIK (LpSEl
IGAUPATEIT TT'LUNGAGUNG

DENGAN RAI{MAT TT'HAIT YAITG MAIIA EsA

Menimbang

Mengingat

BT'PATI TT'LUI{GAGT'IVG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah serta dalam rangka
melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik di lingkungan pemerintah
Kabupaten 1\rlungagung, maka perlu membentuk
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kabupaten Ttrlungagung yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 rcntang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lg74 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L6g,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3890);

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 42g6);
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang_Undang Nomor iZ fahun ZOOS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4g94);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 20Og tentangInformasi dan Tr

Negara Repubrik,"ff$ r#::lH: _,"TnT
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 14 ?ahun 2OOg tentang
Keterbukaan Informasi publik (kmbaran Negara
Republik. Indonesia Tahun 2OOg Nomor 61,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

7, Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 20Os
tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457g);

8. Peraturan presiden Nomor 106tentang Lembaga Kebijakan
Barang/Jasa pemerintah;

Tahun 2OOz

Pengadaan

9. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

10. Peraturan Kepala Lembaga Kabijakan pengadaan
Barang/Jasa pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol0
tentatg Layanan pengadaan Secara Elektronik:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI 
^TULUNGAGUNG TENTANGLAYANAN PENGADAAN,,S--!9ARA -elelirioivri 

g,esnlKABUPATEN TULUNGAGUNG.

/'

Menetapkan



BA8 I
I(ETENTUAN TIMUM

pasal I
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten T\.rlungagung.
2. Bupati adalah Bupati tutungagung.
3' Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA adalah pejabatyang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan ApBD.
4' Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinasperhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten frl r.rg.grrrg.5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut pA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKpD.
6' Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KpA adalah pejabatyang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan ApBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang

pejabat yang bertanggung jawab
barang/jasa.

selanjutnya disebut ppK adalah
atas pelalsanaan pengadaan

8' Layanan pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LpsEadalah unit ke''a pada SKpD yang dibentuk untuk *".ry.t"ig*"r"k"r,
Sistem pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

9. l,embaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemefintah yangselanjutnya disebut LKpp adalah lembaga pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden Nomor 106 Tahun2007 tentang rembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

1O. Passuord adalah kumpulan karakter atau str,ng yang digunakan olehPengguna SPSE untuk memverifikasi User lD dalam SpSE.
1 1' Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertilikat KeahlianPengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan pengaaaan barang/jasa.
12' Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diselanjutnya disebut denganPengadaan Barang/Jasa adalah tegiatan untuk memperolehbarang/iasa oreh sKpD yang prosesnya oimulai dari perencanaankebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untut mernp".orenbarang/jasa.
13' Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau e-proanrement ad.afahpengadaan barang/iasa yang mengikuti ketentuan peraturan presiden

renta-ng pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan denganmenggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan_undangan.
14' Pengguna spSE adarah perorangan/badan usaha yang memiliki hakakses kepada SpsE direpresentasikan oleh user D dan passzuord yangdiberikan oleh LpSE.
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15' Portal pengadaan 
_ 
Nasional adalah pintu gerbang sistem informasielektronik yang terkait 

lenean informasi pengadaan barang/iasa secaranasional yang dikelola oleh LKpp.
16' satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sKpD adalahinstansi/ institusi yang menggunakan Anggaran pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan/atau Anggaran eeniapatan dan Belanja Daerah(APBD).

17' Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa adarah tanda buktipengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidangpengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKpp.
78' seruer LpsE yang selanjutnya disebut dengan sewer adaJah sebuahsistem komputer yang menyediakan jenis layanan O**id...,barang/jasa secara elektronik dalam sebuah jaringan komputer.
19' Sistem peng.daan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnyadisingkat spsE adalah kesisteman yang meriputi aplikasi perangkatlunak (aplikasi SpSE) dan database e_pricr

oleh LKpp untuk digunakan oleh ,r.., d;#rfffr-*xfembaagkan
20' unit Layaaan pengadaan selanjutnya disebut ULp adalah unit organisasiPemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaanbarang/iasa pemerintah secara terinte"grasi da,' terpadu sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.
2I. User lD adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna

SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SpSE.

BAA II
PEMBEIYTUI(AII

pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibeqtuk Layanan pengadaan SecaraElektronik (LpSE) Kabupaten Tulungagung.

BAB III
KEDUDUKA.TT

pasal 3

(1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasar 2 bersifat non-struktural.
(2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan merekatpada Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
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BAA IV
. TUGASDANFUNGSI

Pasal 4

(1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
a. Memfasilitasi pA/ KpA mengumumkan rencana umum pengadaan;
b. Memfasilitasi ULp menayangkan pengumuman pelaksanaan

pengadaan;
c'Memfas'itasi ulp/pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa secara elektronik;
d. Memfasilitasi penyedia Barang/Jasa dan pihak_pihak yang

berkepen tingan menjadi pengguna SpSE;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non_Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadappembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan

metode dan persyaratan pengadaan, penrusunan jadwal pengadaan danperubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendimnya, isipengumuman, isian data kualilikasi dari penyedia Uarang/iasa, beritaacara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi,berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, O"r"*0"r,pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan aan lawaUan. 
I

Pasal S

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), LpSEmenyelenggarakan fungsi meliputi:
a' PenSrsunan prograrn kegiatan, ketatausahaan, evaruasi dan pelaporanpengelolaan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkunganPemerintah Kabupaten T\rlungagung;

b. Pengelolaan SpSE dan infrastrukturnya,
c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SpSE;
d' Pelalsanaan pelayaaan pelatihan dan dukungan teknis pengopetasian

SPSE.
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BAB V
SUSUITAN ORGAJTISAST

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi LpSE terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Unit Administrasi Sistem.Informasi:
d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
e. Unit Layanan dan Dukungan.

(2) Bagan Susunan organisasi LpSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisa"hkan
dari Peraturan Bupati ini.

dimaksud pada ayat (1),

Pasal Z

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (f) huruf amempunyai tugas memimpin LpsE dalam menjalankan tugas dan fungsiLPSE.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud daram pasal 6 ayat (l) huruf bmempunyai tugas meraksanakan koordinasi, ketatausarraan, pembinaandan pengendalian terhadap prograrn, kegiatan, administrasi dan sumberdaya di lingkungan LpSE.
(2) Dalan melaksanalcan tugas sebagaimana

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LpSE dan lembaga terkait;
b' Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umumuntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LpSE;c. Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
e. Pelalcsanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LpSE sesuaidengan tugas dan fungsi.

pasal 9

(1) Unit Administrasi sistem Elektronik mempunyai tugas rnelaksanakanpengelolaan SpSE
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UnitAdministrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
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a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras darr
jaringan,

b. Penanganan permasalahan teknis yang teq.adi untuk meniamin
kehandalan dan ketersediaan layanan;

c. Pemberian informasi kepada LKpp tentang kendala teknis yang terjadi
di LPSE:

d. Pelaksanadn instruksi teknis dari LKpp.

Pasal l0

(1) unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas meraksanakan
pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SpSE.

(2) Ddam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
a. Pelayanan pendaftaran pengguna SpSE;
b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang

kelengkapan dokumen yang dipersyaratftan;
c' verifikasi selun-rh dokumen dan informasi sebagai persyaratan

pendaftaran pengguna SpSE;
d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SpSE.

(3) unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak
pendaftaran pengguna LpSE.

(4) unit Registrasi dan verifikasi dapat menonaktilkan Ilser ID dan pass,.rord
Pengguna sPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan
dan ketentuan penggunaan SpSE, dan permintaan danp'/KpA/ppf a"r,
ULP / Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacktist.

Pasal 11

{f) Unit Layanaa dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SpSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit
Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan

barang/jasa secara elektronik;
b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SpSE;
c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LpSE;
d. Pelayanan pelatihan pengguna€rn aplikasi SpSE.

1,,
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BAB VI
PEGAWAI LPSE

pasal 12

(1) Pegawai LpSE adalah pegawai Negeri Sipil vrtugas dan fungsi pSe. - allg ditugaskan menjalankan

(2) Pegawai LpsE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. Memiliki kualilikasi teknis dan manajerial;t 
*i}llffffi. *o'ul' disiplin dan tanggungiawab dahm

(3) Pegawai LpsE dilarang merangkap menjadi ppK/ uLp / pejabat pengadaan.
(4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki SertiBarang/Jasa wqJr., r'emutt sertifikat Keahlian Pengadaan

KARTER TrrlrJA.trcArr,"rfinElouM, polrDrDrxAry

pasal 13

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jeqjang kariersesuai peraturan perundang_undangan.

Pasa] 14

(1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LpsE sebagai pejabat atau pelaksanaberhak menerima tunjangan 
"t"., t"_UL-"r] penghasilan yang besarnyasesuai kemampuan 

,U":*rrr., daerah dengan memperhatikan beban,kondisi atau prestasi kerja.
(2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimalsud pada ayat(l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

pasal 15

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan. keterampilan pegawainyamelalui pendidikan formal atau non-formal .."rai d..gu'pekerjaan LpsE.

{,
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BAA VUI
TATA IITR^'A

pasall6

(1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan pA/KpA/ppK/Ulp/pejabat
Pengadaan, antara lain dengan:
a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayalgan rencaraumum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam portal

Pengadaan Nasional;

b' Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaianpermasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara etettronit;
c' Menyediakan laporan hasil pengolahan data spSE terkait denganproses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan olehLPSE.

(2) LPSE melakukan koordinasi dengan LKpp, antara lain dengan:
a' Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangkapenyelesaian persoalan yang dihadapi dalam p.*." f"rrg.a.*barang/jasa secara elektronik;
b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKpp terkaitpermasalahan dan pengembangan aplikasi SpSE.

PEIYGATTGKATAI{ oarc pe#Jf#suflAx 
DALAIIT JAaATAN

pasal 17

(1) Bupati mengangkat keanggotaan LpsE yang meliputi Kepara, Sekretaris,dan Unit-unit dengan Keputusan Bupati.
(2) Kepala Dinas perhubungaa, Komunikasi dan Informatika karenajabatannya secara ex-officio diangkat sebagai Kepala LpSE.

BAA X
PEMBIAYAAIT

Pasal lg

segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati inidibiayai Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten T\rlungagung.

/.
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BAB XI
STAITDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Baglan Kegatu
Umum

Pasal 19

(1) LPSE menJrusun dan melal<sanakan standar prosedur operasional untuk
menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

(2) standar Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
sekurang-kuralgnya mencakup:
a. Registrasi dan verifikasi pengguna SpSE;
b. Layanan Pengguna SpSE;
c. Penanganan masalah (error Lnndting);
d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE:
e. Pemeliharaan kineq'a dan kapasitas SpSE;
f. Pengarsipan dokumen elektronik rfitebacktpl.

Begtan Kedua
Regtetrast dan Vorlflkaat peagguna gpgE

Pasal 20

(1) substansi standar prosedur operasional Registrasi dan verifikasi
pengguna sPSE sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf a
wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
a. Bagi Penyedia Barang/Jasa;

1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SpSE;
2. Mengisi dan menyerahkan Formulir pendaftaran serta Formulir

Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan
menunjukan dokumen asli yang terdiri dari:
a) KTP Direktur/ pemilik pemsahaan/pejabat yang berwenang di

perusahaan;
b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila

ada);
c) Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp) Badan

Usaha/penanggungjawab perusahaan bag perusahaan
Perseorangan, atau perorangan bagi penyedia Barang/Jasa
perorangan;

d) Surat izin usaha sesuai bidang masing_masing.

b. Bagi Pengguna SpSE selain penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli
dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari
instansi masing-masing.

/,
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(2) Verifikasi ki:pada penyedia Baraag/Jasa adalah kegiatan pemeriksaanterhadap kebenaran pelapciran dokum"n sebagaimana dipersyaratakanpada ayat (t) huruf u 
.u"g,k" , d;;;; tujuan otentikasi penyedia

:ffi:lf:i yang diasosi""Ik,o i.ou..i-u.., rD d,an ,*;;;,;sebagai
Perseorangar, 

^;""T:ffffiff.'"*^o 
suatu Badan Usaha/Perusahaan

o' 
i::"" ;iifi::.ffffij,1kan persvaratan regi strasi serain yan g diatur

(4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
(5) Proses verifikasi tidak 

. 
meniadakan proses pengisian, pengirimaa datakualifikasi oleh penyedia Barang/Jasa dan ktarifikasi data kuarifikasioleh ULp/ pejabat pengadaan aalam O.o".. 

"..rg.daan 
Barang/Jasa.t':r"#;5;:::?ffxffi"". pada avat (1) hurur a angka 2 d'apat

(7) Pengguna SpSE selain peryedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat(1) huruf b adalatr Uleleejabat a;;;;, ppK, Auditor, atau entitaslain yang ditetapkan dalam Syarat a"rr" f"i..rrrr"n penggqn6qn SpSE.

Baglaa Kettga
Layanan peaggunaaa SpgE

pasal 2l

Dalam memberikaa Ia
daram pasar rn .* triilffir,Tffi:il.j,ff:,".o"gaimana dimaksud

" :H-iJ*nan 
pemasukt" p"'t**ai iiioot"* room), pelatihan dan

b. Akses intemet dan i.
lokasi LpsE; 

ntranet untuk Pengguna sPSE yang berkunjung ke
c. Pelayanan konsultasi penggunaan SpSE melalui internet, telepon dankunjungan ke lokasi LpSE:
d. Pengumuman atau 

.informasi kepada penggunaSpSE jika sedangmenghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitasPengguna SpSE.

r" o.og"o.iiflnffi ,T: H andttngl

pasd,22

,t, 
::H. 

menangani kendala teknis yang terjadi datam penyelenggaraan

(2) LPSE menjadi saksi dalam har dokumen penawaran tidak dapat dibukaoleh UlP/pejabat pengadaan d.r, -".rrr.rrgkannya dalam berita acarakesaksian.

/t1



(3) LPSE dapat meneruskan kendara teknis ke LKppjika berkaitan denga':a. Permasarahan aprikasi SpSEyang tidak dapat diselesaikan oreh iese;b. Permasalahan yang belum tercakup datam aplikasi SpSE.

Baglan Kellma
Pemellharaan dan pengamanan lafrastruktur SpgE

(l) LPSE membuat mekanisme
jaringan.

(2) Pengelolaan seruer
center.

Pasal 23

pengelolaan dan pengamanan seruer dan

SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data

(3) Pengaturan ruang seruer spsE antara lain memperhatikan ketenruansuhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik.
(4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang seruer harus mendapatizin dari pejabat yang berwenang di LpSE.
(5) Pengelolaan seruer spsE harus memperhatikan aspek yang memudahkanuntuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumen danpenyimpangan data.

pemetiharaa"?ffi ff :H,paertas spsE
pasal 24

(1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitasharddisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika
komponen tersebut mengalami kondisi kritis.

(2) LPSE membuat pengaturan bandwid.th internet dan pemantauan traffic.
(3) LPSE meiakukan pemantauan terhadap koneksi internet seruer spsE dansegera mengarrbil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan

koneksi.

(4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan prosespemeliharaan seruer SpSE dan/ atau perangkat lain.
(5) LPSE memantau kinerl.a piranti lunak, piranti keras dan jaringan, sertamelakukan peningkatan/penggantian/penambahaa jika diperlukan.
(6) LPSE memberikan akses kepada LKpp untuk melakukan monitiorngseruer SpSE.

/"12



Bagtan Ketqluh
Pongareipaa Dokumen Elektrontk lf|'b Baclaryl

Pasal 25

(1) LPSE harus melakukan back up terhadap ytle sistem dan database SPSE.

(21 Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah
dipindah @ortablQ dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah
dari ruang server.

(3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang
berlaku.

BAB XII
IGf,EITTUAI| I.AII{-LIUil

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE.

BAB XIII
IGTEI|TUAIf PEI|UTT'P

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanssal 0 ? JAN 2012
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Diundangkan di Tulungagung

Pembina Utama Muda
NIP. 19560605 198503 1019

Berita Daerah Kabupaten Ttrlungagung
Tahun 2012 Nomor 2

pada tanggal 2 Januari
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